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	Abstract: Indonesia's Free Nutritious Meals (MBG) Program is designed to improve public health, learning outcomes, and productivity through adequate nutritional intake. This study aims to examine the implementation of the MBG policy from the perspective of public administrative capacity. A descriptive qualitative approach was employed using policy document analysis and secondary data collected from the National Nutrition Agency, the Ministry of Finance, the Ministry of Health, Statistics Indonesia, the OECD, the World Bank, and the World Food Programme. The analysis was based on the frameworks of policy implementation, administrative capacity, policy capacity, and human capital development. The findings indicate that the existing regulatory framework, technical guidelines, and institutional arrangements provide a strong foundation for program implementation. However, effective implementation requires strengthened operational capacity, integrated beneficiary data systems, food safety monitoring, cross-sectoral coordination, evidence-based evaluation, independent audits, and adaptive policy learning to enhance the program's effectiveness, accountability, sustainability, and long-term contribution to Indonesia's human capital development.

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pembelajaran, dan produktivitas masyarakat melalui pemenuhan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan MBG dari perspektif kapasitas administrasi publik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan dan data sekunder yang bersumber dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, OECD, World Bank, dan World Food Programme. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan, kapasitas administratif, kapasitas kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi, standar teknis, dan kelembagaan telah memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan program. Namun, keberhasilan implementasi masih memerlukan penguatan kapasitas operasional, integrasi data penerima manfaat, pengawasan keamanan pangan, koordinasi lintas sektor, evaluasi berbasis bukti, audit independen, serta pembelajaran kebijakan adaptif guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program sebagai investasi pembangunan modal manusia nasional.
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INTRODUCTION
Pembangunan sumber daya manusia menjadi agenda strategis dalam kebijakan pembangunan Indonesia karena kualitas manusia menentukan kapasitas bangsa dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan mengurangi kerentanan sosial. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, keamanan pangan, serta kemampuan negara menyediakan layanan dasar secara merata (World Bank, 2020). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul dalam konteks tersebut. Program ini menempatkan pangan bergizi sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperbaiki fondasi kesehatan dan kesiapan belajar sejak usia dini sampai usia sekolah.
Secara konseptual, MBG dapat dibaca sebagai investasi modal manusia. Teori modal manusia menjelaskan bahwa kesehatan, pendidikan, dan keterampilan membentuk produktivitas individu dalam jangka panjang (Becker, 1989; Schultz, 1961). Kualitas gizi anak memengaruhi kemampuan hadir di sekolah, konsentrasi belajar, perkembangan kognitif, dan daya tahan tubuh. Pada tingkat makro, investasi gizi yang tepat dapat menurunkan biaya kesehatan, memperkuat hasil belajar, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Karena itu, MBG tidak cukup dipahami sebagai bantuan konsumsi harian. Program ini harus dibaca sebagai kebijakan pembangunan SDM yang memerlukan desain kelembagaan kuat, tata kelola data yang presisi, dan pengawasan layanan yang konsisten.
Urgensi MBG juga berhubungan dengan tantangan gizi dan kualitas pembelajaran di Indonesia. Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan adanya masalah gizi kronis yang perlu ditangani secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Di sisi pendidikan, laporan PISA 2022 menunjukkan capaian siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD pada literasi matematika, membaca, dan sains (OECD, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM memerlukan intervensi lintas sektor. Perbaikan gizi perlu berjalan bersama perbaikan pembelajaran, sanitasi, kesehatan sekolah, perlindungan sosial, dan penguatan layanan publik lokal.
Konteks sosial ekonomi juga memperkuat relevansi program ini. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2026). Kemiskinan dapat membatasi akses keluarga terhadap pangan bergizi, terutama pada rumah tangga dengan anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam situasi tersebut, intervensi pangan bergizi berbasis negara dapat membantu mengurangi beban konsumsi rumah tangga sekaligus memperluas akses anak terhadap makanan yang lebih terstandar. Namun manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila sasaran, kualitas menu, distribusi, dan keamanan pangan dapat dijaga secara ketat.
Dalam literatur global, program makan sekolah sering diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial, intervensi gizi, dan investasi pendidikan. World Food Programme, 2024 menekankan bahwa program makan sekolah dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sekaligus investasi jangka panjang pada modal manusia. World Bank, 2025 juga menjelaskan bahwa program makan sekolah dapat mendukung pengurangan malnutrisi, kehadiran siswa, dan pembangunan manusia apabila dirancang dengan sasaran dan tata kelola yang baik. Bukti tersebut penting, tetapi tidak dapat ditransfer secara otomatis ke Indonesia. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kapasitas administrasi publik dalam mengubah desain nasional menjadi layanan harian yang aman, tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan gizi lokal (Badan Gizi Nasional, 2024).
Secara kelembagaan, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Regulasi ini menempatkan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional (Republik Indonesia, 2024). Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan (Republik Indonesia, 2025). Dua regulasi tersebut menunjukkan bahwa MBG telah bergerak dari gagasan programatik menuju arsitektur administrasi yang lebih formal.
Skala pelaksanaan MBG sangat besar. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa APBN 2025 mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG dengan target 19,47 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan RI, 2025). Pada 2026, Badan Gizi Nasional menjelaskan pagu anggaran kelembagaan sebesar Rp 268 triliun, dengan porsi dominan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 248 triliun untuk MBG (Badan Gizi Nasional, 2026b). Per Maret 2026, publikasi Kementerian Keuangan menyebut realisasi anggaran sebesar Rp 44 triliun atau 13,1 persen dari total pagu Rp 335 triliun dan jangkauan 61,62 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan RI, 2026). Perbedaan angka pagu dalam dokumen publik tersebut perlu dibaca menurut konteks kelembagaan, struktur belanja, dan waktu publikasi. Dalam analisis kebijakan, konsistensi definisi pagu, realisasi, dan cakupan menjadi bagian penting dari transparansi fiskal.
Dari sisi pelaksanaan, MBG bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional melaporkan peningkatan jumlah SPPG dari 190 unit pada awal 2025 menjadi 19.188 unit pada awal Januari 2026, dengan jangkauan sekitar 55,1 juta penerima manfaat (Badan Gizi Nasional, 2026a). Pada 18 Mei 2026 pukul 13.00 WIB, laman operasional BGN mencatat 28.073 SPPG operasional (Badan Gizi Nasional, 2026c). Perkembangan tersebut menunjukkan kemampuan ekspansi yang cepat. Namun ekspansi cepat juga memunculkan risiko klasik dalam implementasi kebijakan berskala besar, yaitu variasi kapasitas lokal, perbedaan kualitas layanan, potensi ketidaktepatan data, beban pengawasan, dan risiko keamanan pangan.
Namun demikian, implementasi kebijakan publik di negara berkembang sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan kontekstual. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kondisi politik, ekonomi, serta karakteristik aktor yang terlibat (Grindle, 2017; Mazmanian & Sabatier, 1983; Van Meter & Van Horn, 1975).
Program MBG sebagai kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor lintas sektor memerlukan koordinasi yang kompleks. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan modern tidak lagi bersifat linear, melainkan melibatkan interaksi antara berbagai institusi dan pemangku kepentingan (Hill & Hupe, 2002). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi program ini berlangsung di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Dalam perspektif administrasi publik, tantangan utama MBG bukan hanya menyediakan makanan dalam jumlah besar. Tantangan yang lebih kompleks terletak pada kemampuan negara menjaga konsistensi layanan di ribuan titik produksi dan distribusi. Program ini melibatkan perencanaan menu, pengadaan bahan baku, dapur produksi, tenaga pengolah pangan, distribusi ke sekolah atau posyandu, validasi penerima manfaat, pelaporan digital, pengawasan higiene sanitasi, penanganan pengaduan, serta evaluasi hasil. Setiap mata rantai dapat menjadi titik kegagalan apabila standar, insentif, pengawasan, dan koordinasi tidak berjalan.
Kajian mengenai MBG perlu menempatkan program ini dalam dua ranah sekaligus. Pertama, MBG sebagai agenda pembangunan SDM yang memiliki rasionalitas kuat karena berhubungan dengan gizi, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas. Kedua, MBG sebagai kebijakan publik yang harus diuji dari sisi implementasi dan kapasitas administrasi. Banyak kebijakan publik gagal bukan karena tujuannya lemah, melainkan karena kapasitas pelaksanaannya tidak memadai. Pressman & Wildavsky (1984) menunjukkan bahwa implementasi merupakan proses kompleks karena kebijakan harus melewati banyak aktor, prosedur, dan titik keputusan. Dalam MBG, kompleksitas tersebut tampak lebih besar karena layanan harus diberikan setiap hari kepada puluhan juta penerima manfaat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana MBG diposisikan sebagai agenda pembangunan SDM, dan sejauh mana implementasi kebijakan serta kapasitas administrasi publik mendukung pencapaian tujuan tersebut? Pertanyaan turunan yang dianalisis meliputi: bagaimana kerangka regulasi MBG dibangun; bagaimana desain operasional program disusun; kapasitas administrasi apa yang dibutuhkan; risiko implementasi apa yang muncul; dan strategi apa yang perlu diperkuat agar MBG efektif, aman, tepat sasaran, dan akuntabel.
Tujuan artikel ini adalah menyusun analisis ilmiah mengenai MBG berdasarkan teori implementasi kebijakan dan kapasitas administrasi publik. Artikel ini tidak menguji dampak kausal MBG terhadap status gizi atau capaian belajar karena program masih berada dalam fase ekspansi. Artikel ini juga tidak menggunakan data primer. Kontribusi artikel terletak pada penyusunan kerangka analitis, pemetaan regulasi terbaru, sintesis data resmi, serta penyusunan tahapan implementasi dan indikator evaluasi yang dapat digunakan dalam kajian akademik maupun perbaikan kebijakan.

METHOD
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen kebijakan dan data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan menjelaskan posisi MBG sebagai agenda pembangunan SDM, memetakan desain implementasi, serta menganalisis kapasitas administrasi publik yang dibutuhkan. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti membaca keterkaitan antara regulasi, data program, teori implementasi, dan risiko tata kelola secara sistematis (Patton, 2014).
Objek kajian adalah Program Makan Bergizi Gratis dalam periode 2024 sampai Mei 2026. Periode tersebut dipilih karena mencakup fase pembentukan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, fase penguatan tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dan fase ekspansi operasional tahun anggaran 2026. Fokus kajian tidak dibatasi pada satu daerah karena artikel bertujuan menyusun analisis nasional. Namun demikian, artikel tetap menekankan bahwa implementasi lokal perlu dianalisis lebih lanjut melalui penelitian lapangan.
Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional. Sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen Badan Gizi Nasional, publikasi Kementerian Keuangan, Survei Status Gizi Indonesia, data Badan Pusat Statistik, laporan OECD PISA, publikasi World Bank, dan publikasi World Food Programme. Data digunakan secara selektif berdasarkan relevansi dengan kerangka analisis. Data yang memiliki kemungkinan berubah cepat, seperti jumlah SPPG operasional, anggaran, dan jumlah penerima manfaat, dicatat bersama tanggal publikasinya.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen digital. Dokumen kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, regulasi dan pedoman teknis. Kedua, data cakupan program dan anggaran. Ketiga, data konteks pembangunan SDM, seperti stunting, kemiskinan, dan capaian pendidikan. Keempat, literatur teoretis tentang implementasi kebijakan, kapasitas administrasi publik, dan modal manusia. Klasifikasi ini digunakan untuk mencegah pencampuran antara data kebijakan, data hasil pembangunan, dan argumen teoretis.
Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilih informasi yang relevan terhadap tujuan artikel. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi analitis dan tabel. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan antara data, teori, dan kebutuhan administrasi publik. Analisis menggunakan prinsip triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari regulasi, dokumen kementerian, data statistik, dan literatur akademik. Triangulasi ini penting karena MBG merupakan program baru yang datanya berkembang cepat.
Unit analisis artikel ini adalah desain dan kapasitas implementasi kebijakan, bukan individu penerima manfaat. Karena itu, istilah efektivitas dalam artikel ini digunakan secara hati-hati. Artikel tidak menyimpulkan bahwa MBG telah efektif meningkatkan status gizi atau hasil belajar. Artikel hanya menilai kesiapan, peluang, dan risiko implementasi berdasarkan data sekunder yang tersedia. Evaluasi dampak memerlukan desain penelitian berbeda, seperti studi kuasi-eksperimen, cohort, survei longitudinal, atau randomized controlled trial pada konteks yang etis dan memungkinkan.
Kriteria kualitas analisis mencakup kredibilitas sumber, keterbaruan data, koherensi argumentasi, dan konsistensi antara teori dengan interpretasi. Kredibilitas sumber dijaga dengan menggunakan dokumen resmi dan publikasi lembaga bereputasi. Keterbaruan data dijaga dengan mencantumkan periode data. Koherensi argumentasi dijaga dengan menghubungkan setiap temuan kepada kerangka teori. Konsistensi interpretasi dijaga dengan membedakan fakta, analisis, dan rekomendasi.
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RESULTS AND DISCUSSION
Results
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang bersumber dari analisis regulasi, data resmi, serta desain implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG):
Posisi Strategis MBG dalam Pembangunan SDM
Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia. Program ini secara langsung menyasar determinan dasar kualitas manusia, yaitu status gizi, yang berpengaruh terhadap kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas jangka panjang. Secara konseptual MBG telah dirancang sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia berbasis pendekatan siklus hidup. Sasaran program tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), sehingga memperluas intervensi pada fase awal kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG memiliki orientasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM. Data nasional menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada pada angka 19,8 persen pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan RI, 2025), sementara tingkat kemiskinan sebesar 8,25 persen pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Selain itu, capaian PISA 2022 menempatkan Indonesia di bawah rata-rata OECD (OECD, 2023). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas SDM yang memerlukan intervensi lintas sektor, termasuk melalui kebijakan gizi seperti MBG.

Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG telah memiliki fondasi regulasi yang relatif kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan  Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola program. Regulasi ini memberikan dasar hukum terkait pelaksanaan, pengawasan, pendanaan, dan evaluasi program. Selain itu, petunjuk teknis tahun 2026 telah mengatur aspek operasional secara rinci, termasuk standar layanan SPPG, mekanisme distribusi, serta prinsip ketepatan layanan (tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran) (Badan Gizi Nasional, 2025). Regulasi tersebut mengatur aspek pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pendanaan, serta mekanisme pelaporan program.

Ekspansi Skala Program dan Kapasitas Layanan
Hasil menunjukkan bahwa MBG mengalami ekspansi sangat cepat. Jumlah SPPG meningkat dari 190 unit pada awal 2025 menjadi lebih dari 28.000 unit pada Mei 2026 (Badan Gizi Nasional, 2026c). Jumlah penerima manfaat juga meningkat hingga puluhan juta orang. Namun, ekspansi ini juga diikuti oleh variasi kapasitas layanan di lapangan, terutama dalam hal kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta kesiapan sumber daya manusia. Secara operasional, implementasi MBG bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit utama produksi dan distribusi makanan. Juknis telah mengatur standar layanan seperti kapasitas penerima manfaat, radius distribusi, serta prinsip distribusi tepat jumlah, jenis, waktu, dan sasaran (Badan Gizi Nasional, 2026a).

Kapasitas Fiskal dan Kompleksitas Anggaran
Dari sisi fiskal, MBG merupakan program dengan skala anggaran sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2026. Struktur pembiayaan telah mencakup komponen bahan pangan, operasional, dan insentif fasilitas SPPG, meskipun masih ditemukan variasi data terkait pagu dan realisasi anggaran. Namun ditemukan adanya variasi angka pagu dan realisasi dalam berbagai dokumen resmi (Kementerian Keuangan RI, 2026). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam transparansi dan konsistensi pelaporan fiskal.
Tantangan Kapasitas Data dan Ketepatan Sasaran
Hasil menunjukkan bahwa sistem data MBG telah menggunakan berbagai platform seperti DAPODIK, EMIS, dan SIPGN. Namun integrasi antar sistem belum sepenuhnya optimal. Potensi ketidaktepatan data masih terjadi, terutama pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur administrasi.
Risiko Implementasi dan Pengawasan
Ditemukan adanya risiko implementasi yang signifikan, seperti ketidaksesuaian standar layanan, masalah keamanan pangan, serta variasi kualitas operasional antar SPPG. Data menunjukkan adanya penangguhan ribuan unit layanan yang belum memenuhi standar (Antara, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat. Terkait pengawasan, telah tersedia mekanisme audit, inspeksi, serta saluran pengaduan masyarakat. Data menunjukkan adanya tindakan korektif berupa penangguhan SPPG yang belum memenuhi standar serta penanganan pengaduan publik. Analisis juga menemukan adanya beberapa kesenjangan implementasi, antara lain kesenjangan antara kecepatan ekspansi dan kesiapan mutu, kesenjangan antara output dan outcome, serta kesenjangan kapasitas antarwilayah. Berikut tabel tahapan ilmiah implementasi MBG dalam siklus kebijakan publik dan kapasitas administrasi publik.

Tabel 1 Tahapan Ilmiah Implementasi MBG dalam Siklus Kebijakan Publik
	Tahap
	Kegiatan Utama
	Output Ilmiah Atau Administratif

	1. Penetapan agenda dan legitimasi
	Mengaitkan MBG dengan agenda pembangunan SDM, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, dan visi pembangunan jangka panjang.
	Narasi masalah, dasar kebijakan, tujuan program, dan indikator keberhasilan awal.

	2. Desain regulasi dan kelembagaan
	Menyusun regulasi, menetapkan peran BGN, mengatur koordinasi, pendanaan, pengadaan, monitoring, dan evaluasi.
	Regulasi, pedoman umum, juknis, SOP, dan pembagian kewenangan.

	3. Pemetaan sasaran dan wilayah
	Mengintegrasikan data DAPODIK, EMIS, SIPGN, data kesehatan, data kependudukan, dan informasi geografis.
	Daftar penerima manfaat, peta layanan, prioritas wilayah, dan estimasi porsi.

	4. Penilaian kesiapan SPPG
	Menilai dapur, alat, tenaga, pemasok, kendaraan, higiene sanitasi, dan kapasitas laporan.
	Status kesiapan SPPG, izin, sertifikat, dan daftar perbaikan.

	5. Penyusunan menu dan standar gizi
	Menyusun menu berbasis kebutuhan gizi, Isi Piringku, pangan lokal, usia penerima manfaat, dan keamanan pangan.
	Siklus menu, standar porsi, nilai gizi, dan daftar substitusi bahan.

	6. Pengadaan dan rantai pasok
	Mengatur pemasok lokal, harga, kontrak, pemeriksaan bahan, penyimpanan, dan pembayaran.
	Daftar pemasok, bukti harga, dokumen mutu, dan laporan pengadaan.

	7. Produksi dan distribusi harian
	Mengolah makanan, mengemas, mengirim, dan menyerahkan kepada sekolah, posyandu, atau rumah penerima tertentu.
	Porsi terdistribusi, waktu kedatangan, bukti serah terima, dan catatan kendala.

	8. Monitoring dan pengaduan
	Memantau mutu makanan, konsumsi, keluhan, kejadian keamanan pangan, dan kepatuhan SOP.
	Dashboard kinerja, laporan keluhan, tindak lanjut, dan catatan koreksi.

	9. Evaluasi outcome
	Menilai perubahan akses pangan bergizi, kehadiran, pengetahuan gizi, status gizi, dan indikator kesehatan.
	Laporan evaluasi, pembelajaran kebijakan, dan rekomendasi perbaikan.

	10. Adaptasi kebijakan
	Memperbaiki desain program berdasarkan bukti, risiko, variasi wilayah, dan hasil evaluasi.
	Revisi SOP, revisi menu, revisi prioritas wilayah, dan penyesuaian anggaran.


Tabel 2 Dimensi Kapasitas Administrasi Publik dalam Pelaksanaan MBG
	Dimensi Kapasitas
	Indikator Analisis
	Risiko Bila Lemah

	Regulatif
	Kejelasan mandat, SOP, pedoman teknis, standar menu, standar keamanan pangan, dan mekanisme sanksi.
	Tumpang tindih kewenangan, interpretasi berbeda, kepatuhan rendah.

	Kelembagaan
	Struktur BGN, koordinasi pusat-daerah, hubungan dengan sekolah, posyandu, BPOM, dan pemasok.
	Koordinasi lambat, respons masalah tidak seragam, layanan terputus.

	Fiskal
	Kejelasan pagu, struktur biaya, realisasi, laporan penggunaan, dan audit.
	Pemborosan, markup, tekanan serapan, rendahnya kepercayaan publik.

	Operasional
	Kesiapan SPPG, alat, dapur, kendaraan, jadwal, rantai pasok, dan rencana kontinjensi.
	Keterlambatan, kualitas makanan turun, porsi kurang, layanan tidak stabil.

	SDM
	Kompetensi kepala SPPG, penjamah makanan, ahli gizi, kader, pengawas, dan tenaga administrasi.
	Kesalahan menu, higiene buruk, laporan tidak rapi, risiko keracunan meningkat.

	Data
	Validitas penerima manfaat, integrasi DAPODIK, EMIS, SIPGN, NIK/NISN, dan pembaruan data.
	Salah sasaran, duplikasi, kekurangan porsi, sulit memantau capaian.

	Pengawasan
	Audit dapur, inspeksi pangan, pelaporan keluhan, sampling risiko, dan tindak lanjut kasus.
	Pelanggaran berulang, kasus terlambat ditangani, risiko reputasi tinggi.

	Pembelajaran kebijakan
	Evaluasi berkala, analisis data, revisi desain, dan publikasi hasil.
	Program sulit beradaptasi, kesalahan desain berulang, outcome tidak terukur.



PEMBAHASAN
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MBG dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif teori implementasi kebijakan dan kapasitas administrasi publik. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, keberhasilan MBG sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Regulasi yang telah disusun menunjukkan bahwa aspek komunikasi kebijakan dan struktur formal relatif kuat. Namun demikian, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi di lapangan, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap standar operasional. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan implementasi seringkali tidak berasal dari lemahnya desain kebijakan, melainkan dari keterbatasan kapasitas pelaksana dan inkonsistensi birokrasi di tingkat operasional (Howlett, 2023; Winter, 2012)
Selain itu, pendekatan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menekankan pentingnya kondisi lingkungan eksternal dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks MBG, faktor seperti kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta kapasitas pemerintah daerah menjadi variabel penting yang memengaruhi variasi implementasi antarwilayah. Hal ini menjelaskan mengapa program yang sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda di daerah yang berbeda, sebagaimana juga ditegaskan dalam studi implementasi kebijakan berbasis konteks (contextual implementation) (Hill & Hupe, 2002)
Dari perspektif Public Administration, MBG memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya secara efektif. Dimensi kapasitas seperti regulatif, kelembagaan, fiskal, operasional, sumber daya manusia, data, dan pengawasan saling berkaitan dan membentuk sistem implementasi yang kompleks (Painter & Pierre, 2005). Dengan demikian, kapasitas administratif harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan variabel terpisah.
Kapasitas operasional SPPG menjadi titik krusial dalam implementasi. Meskipun desain administratif telah tersedia, kualitas layanan sangat bergantung pada kemampuan manajerial di tingkat pelaksana. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi pada pelatihan, supervisi, dan sistem kontrol mutu. Studi dalam administrasi publik menunjukkan bahwa kapasitas manajerial di tingkat implementor merupakan determinan utama kualitas layanan publik, terutama dalam program berskala besar dan kompleks (Lodge & Wegrich, 2014). Di sisi lain, kapasitas data menjadi faktor penentu ketepatan sasaran. Ketergantungan pada berbagai sistem data sektoral tanpa integrasi yang kuat berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kesalahan penargetan. Oleh karena itu, pembangunan interoperabilitas data menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung efektivitas program. Literatur digital governance menekankan bahwa integrasi data lintas sektor merupakan prasyarat utama bagi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) (OECD, 2019).
Dari aspek fiskal, besarnya anggaran MBG menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi. Evaluasi program tidak dapat hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi harus mengaitkan penggunaan dana dengan kualitas layanan dan hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan prinsip value for money dalam administrasi publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya publik (Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2017). Lebih lanjut, analisis kesenjangan implementasi menunjukkan bahwa MBG masih berada pada fase transisi dari ekspansi menuju konsolidasi kualitas. Kesenjangan antara output dan outcome menegaskan bahwa indikator keberhasilan program perlu diperluas, tidak hanya pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada perubahan perilaku dan status gizi. Hal ini sejalan dengan pendekatan evaluasi kebijakan modern yang menekankan pentingnya pengukuran dampak jangka menengah dan panjang (Vedung, 2017). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa MBG merupakan program dengan potensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang adaptif, berbasis data, serta berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan (policy learning) menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program ini (Dunlop & Radaelli, 2013).

Implikasi Kebijakan
Berdasarkan temuan dan analisis, terdapat beberapa implikasi penting:
· MBG perlu memperkuat kapasitas implementasi sebelum memperluas cakupan secara agresif, sejalan dengan prinsip sequencing reform dalam kebijakan publik. 
· Sistem pengawasan perlu beralih dari compliance-based menjadi risk-based oversight untuk meningkatkan efektivitas pengendalian. 
· Integrasi data menjadi prioritas strategis guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi program. 
· Evaluasi program perlu bergeser dari fokus pada serapan anggaran menuju kualitas layanan dan outcome yang dihasilkan. 
Secara keseluruhan, MBG memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengelola kompleksitas implementasi kebijakan dalam skala besar.
Analisis Kesenjangan Implementasi
Program MBG dapat dianalisis menggunakan pendekatan theory of change, yang menjelaskan hubungan kausal antara intervensi kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, pemberian makanan bergizi diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (Mayne, 2017). Namun, keberhasilan hubungan kausal ini sangat bergantung pada faktor pendukung lainnya, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan dalam implementasi program ini. Berdasarkan data dan regulasi yang tersedia, terdapat beberapa kesenjangan implementasi yang perlu mendapat perhatian. Kesenjangan pertama adalah kesenjangan antara kecepatan ekspansi dan kesiapan mutu. Jumlah SPPG meningkat cepat, tetapi setiap unit harus memenuhi standar dapur, tenaga, menu, keamanan pangan, dan pelaporan. Apabila ekspansi lebih cepat daripada pelatihan dan audit, kualitas layanan dapat bervariasi.
Kesenjangan kedua adalah kesenjangan antara output dan outcome. Data jumlah porsi, penerima manfaat, dan SPPG penting untuk memantau pelaksanaan. Namun indikator tersebut belum membuktikan perbaikan gizi atau hasil belajar. MBG perlu memiliki rencana evaluasi outcome yang bertahap. Evaluasi dapat dimulai dari indikator antara, seperti tingkat konsumsi menu, variasi pangan, pengetahuan gizi, absensi sekolah, dan keluhan kesehatan. Setelah itu, evaluasi dapat bergerak ke status gizi, anemia, dan capaian belajar. Kesenjangan ketiga adalah kesenjangan data antar sektor. Pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan memiliki sistem data berbeda. Integrasi data memerlukan protokol, standar variabel, dan perlindungan data pribadi. Tanpa integrasi, risiko duplikasi, kekurangan porsi, dan kesalahan sasaran meningkat. 
Kesenjangan keempat adalah variasi kapasitas daerah. Daerah dengan infrastruktur baik dapat menjalankan program lebih cepat daripada daerah terpencil. Karena itu, kebijakan afirmatif dibutuhkan agar wilayah rentan tidak tertinggal. Kesenjangan kelima adalah kapasitas pengawasan yang harus mengejar skala program. Ketika SPPG mencapai puluhan ribu unit, pengawasan manual tidak cukup. Sistem pengawasan perlu memadukan audit lapangan, pelaporan digital, sampling risiko, inspeksi mendadak, pelaporan masyarakat, dan analitik data. Pengawasan harus mampu mendeteksi pola risiko, bukan hanya merespons kejadian setelah muncul.

CONCLUSION
Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda pembangunan SDM yang memiliki dasar rasional kuat karena berhubungan dengan gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan produktivitas jangka panjang. Program ini tidak dapat dipahami hanya sebagai distribusi makanan. MBG merupakan kebijakan publik kompleks yang menuntut kapasitas administrasi besar, sistem data presisi, pengawasan keamanan pangan, tata kelola anggaran transparan, dan koordinasi lintas sektor.
Kerangka regulasi MBG telah berkembang melalui pembentukan BGN, pengaturan tata kelola MBG, pedoman umum, dan petunjuk teknis penyelenggaraan. Perkembangan SPPG dan cakupan penerima manfaat menunjukkan ekspansi cepat. Namun ekspansi cepat membawa risiko. Risiko utama meliputi variasi kesiapan SPPG, ketepatan data penerima manfaat, keamanan pangan, pengadaan, kapasitas pengawasan, dan perbedaan kapasitas wilayah. Oleh sebab itu, keberhasilan MBG akan lebih ditentukan oleh kualitas implementasi daripada sekadar besarnya anggaran atau jumlah porsi.
Analisis kapasitas administrasi menunjukkan bahwa MBG membutuhkan delapan kapasitas utama, yaitu kapasitas regulatif, kelembagaan, fiskal, operasional, SDM, data, pengawasan, dan pembelajaran kebijakan. Kedelapan kapasitas tersebut harus bekerja bersama. Kelemahan pada satu kapasitas dapat mengganggu keseluruhan program. Misalnya, anggaran besar tidak akan efektif bila data sasaran lemah. SPPG yang banyak tidak akan aman bila pengawasan pangan lemah. Menu yang bergizi tidak akan berdampak bila makanan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat.
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